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ABSTRACT 
The main subject of this paper are the role of tax revenue to central government 
budget and how reforms it to increase tax revenue. Financing budget deficits repre-
sent one of cause of state budget become annoyed. Ratio tax - PDB ranging from 13 
– 15 percent showing good improvement, although still not yet optimal. Ratio tax – 
revenue and tax - expenditure progressively mount which indication that important 
taxation role progressively in budget revenue sources. In year of the research 
showing by change of tax structure from oil tax become the non oil tax, and also from 
indirect tax become to the direct taxes. Role of direct taxes progressively mount in 
taxation structure. Tax effort indicator and elasticity of tax revenue indicate that the 
good imposition efficiency progressively. To increase tax revenue without giving 
distortion to economics require to be conducted by a taxation reform.  
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PENDAHULUAN 
 
Secara ekonomi kemandirian sebuah bangsa 
dapat diukur dari kemandirian pembiayaan 
pengeluaran pemerintah yang tercermin 
dalam anggaran negara. Kemandirian angga-
ran negara dibutuhkan untuk mengantisipasi 
pembiayaan pembangunan yang semakin 
meningkat. Meningkatnya kebutuhan pem-
bangunan salah satunya disebabkan oleh se-
makin bertambahnya tugas dan fungsi suatu 
pemerintahan untuk menyediakan barang dan 
jasa untuk kebutuhan publik, misalnya: ke-
butuhan akan pendidikan, keamanan dan 
pertahanan (Soetrisno; 1984). Kemandirian 
anggaran negara juga mempengaruhi stabili-
tas perekonomian nasional, jika terjadi gejo-
lak eksternal perekonomian dunia maka rela-
tif cepat untuk melakukan recovery pereko-
nomian1. Secara politis kemandirian keua-
ngan negara akan mengurangi tekanan-te-
kanan terhadap arah, tujuan, dan sasaran 
pembangunan nasional, sehingga tujuan ke-
merdekaan akan lebih cepat tercapai. 
Sebuah anggaran negara disebut mandiri 
jika semua pengeluaran pemerintah dapat 
dibiayai dengan kemampuan pemerintah sen-
diri. Salah satu kemampuan pemerintah un-
tuk menghimpun dana masyarakat yaitu de-
ngan melalui instrumen perpajakan. Instru-
                                                          
1   Studi lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat dalam 
Joko Waluyo, 2005, Implikasi Pembiayaan Defisit 
Anggaran Pemerintah Pusat Terhadap Inflasi dan 
Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia tahun 
1970-2003, Tesis  Pasacasarjana, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Indonesia, Depok, (Tidak dipublikasi-
kan). 
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men perpajakan merupakan instrumen legal 
pemerintah untuk memobilisasi dana masya-
rakat, sebab berdasarkan undang-undang 
yang disetujui dan disahkan oleh wakil-wakil 
rakyat di DPR. Walaupun tidak menutup 
kemungkinan pemerintah dapat memobilisasi 
dana masyarakat melalui penerimaan non 
pajak, misalnya dari penerimaan keuntungan 
perusahaan negara, penerbitan obligasi, kon-
trak bagi hasil dengan perusahaan swasta2. 
Sumber penerimaan ini memerlukan “effort” 
tambahan, initial value tertentu dan kadang-
kadang akan mendistorsi perekonomian3.   
Kemandirian anggaran negara sangat 
dipengaruhi pula oleh struktur penerimaan 
dan pengeluaran negara, serta kebijakan ang-
garan yang digunakan. Di negara terbelakang 
dan berkembang biasanya belum mempunyai 
sumber pertumbuhan ekonomi yang luas 
sehingga basis pajaknya relatif terbatas. Ke-
bijakan anggaran defisit merupakan alternatif 
terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, sehingga diharapkan basis pajak 
yang ada meningkat yang pada akhirnya akan 
meningkatkan penerimaan negara. Adanya 
item pembiayaan defisit anggaran inilah yang 
menyebabkan kemandirian keuangan negara 
menjadi terganggu. Pembiayaan defisit ang-
garan secara garis besar adalah utang, karena 
pemerintah menggunakan pembiayaan di luar 
                                                          
2  Di negara-negara sedang berkembang penerimaan 
non perpajakan merupakan instrumen penting dalam 
penerimaan negara, sehingga harus diperhitungkan 
dalam menganalisis defisit anggaran. Lihat misalnya: 
Agenor dan Montiel (1996), Agenor (1999), dan 
Geithner(2003). 
3  Misalnya pemerintah harus mendirikan dan menge-
lola perusahaan negara dan memerlukan gestation pe-
riode sampai menguntungkan. Kontrak bagi hasil 
minyak dan gas bumi mensyaratkan sumber migas 
yang cukup untuk dieksploitasi. Kebijakan menerbit-
kan obligasi negara bisa menyebabkan terjadinya 
fenomena crowding out effect terhadap investasi 
swasta, sehingga pertumbuhan ekonomi akan ter-
ganggu (lihat dalam Joko Waluyo, ibid). 
kemampuannya untuk menghimpun dana 
masyarakat melalui sistem perpajakan 
(Garcia; 2003). Utang luar negeri yang besar 
di samping akan menambah beban anggaran 
juga akan mempengaruhi penentuan kebija-
kan pembangunan nasional.  
Di Indonesia, hampir semua rezim pe-
merintahan yang berkuasa menjalankan kebi-
jakan anggaran defisit, yang berbeda hanya-
lah sumber pembiayaannya. Pembiayaan de-
fisit anggaran didanai dengan menggunakan 
utang luar negeri selama pemerintahan orde 
baru. Hal ini karena trauma inflasi tinggi 
ketika defisit dibiayai dengan pencetakan 
uang (printing money) pada masa rezim orde 
lama (Nasution, 1983, 1984). Pemerintahan 
orde  reformasi saat ini berusaha memobili-
sasi dana masyarakat dengan menerbitkan 
obligasi negara untuk pembiayaan defisit. 
Beban defisit anggaran terhadap perekono-
mian negara semakin meningkat yang dicer-
minkan oleh semakin meningkatnya rasio 
defisit terhadap PDB. Rasio defisit terhadap 
PDB mengalami kenaikan menjadi sebesar 
3,73 persen pada tahun 1998 dan 4,18 persen 
pada tahun 2001, sedangkan rata-rata selama 
krisis di atas 2 persen (Lampiran 1). Berarti 
beban PDB untuk menutup defisit anggaran 
pemerintah semakin meningkat. 
Krisis ekonomi menyebabkan semakin 
meningkatnya beban bunga dan cicilan utang 
luar negeri. Pada tahun 1998 pemerintah me-
nerbitkan Surat Utang Negara (SUN) untuk 
menyelamatkan sektor perbankan dari sys-
tematic insolvency. Hal ini berdampak terha-
dap meningkatnya beban total utang peme-
rintah yang dicerminkan oleh semakin me-
ningkatnya rasio beban utang terhadap PDB, 
yaitu sebesar 83,78 persen tahun 1999, dan 
108,04 persen tahun 2000 (lampiran 1). 
Rasio ini tidak sesuai dengan standar yang 
  Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 2, Desember 2009 
 
156 
telah digariskan oleh undang-undang yaitu 
sebesar 3 persen dan 60 persen terhadap 
PDB4. Fakta ini menunjukkan bahwa peneri-
maan negara yang mampu dihimpun oleh pe-
merintah tidak bisa mengimbangi besarnya 
pengeluaran yang dilakukan. Idealnya peme-
rintah harus mampu menghemat pengelua-
rannya dan meningkatkan penerimaannya, 
sehingga besarnya defisit anggaran tidak 
semakin membesar. Pada sisi yang lain rasio 
pajak terhadap PDB masih belum optimal, 
yaitu masih di bawah 20 persen. Fakta ini 
menunjukkan bahwa masih terbuka kemung-
kinan pemerintah melakukan peningkatan 
penerimaan negara melalui sektor perpaja-
kan. 
Pertanyaan yang menarik diajukan ada-
lah bagaimanakah peranan penerimaan pajak 
terhadap kemandirian anggaran negara? Ba-
gaimanakah kebijakan yang harus ditempuh 
pemerintah untuk meningkatkan penerimaan 
pajak? Untuk memudahkan menjawab per-
masalahan yang diajukan maka paper ini 
dibagi dalam beberapa sub bagian, yaitu: 
Diawali dengan pembahasan mengenai struk-
tur penerimaan pemerintah dan perpajakan di 
Indonesia. Bagian kedua membahas tentang 
indikator peranan pajak terhadap pembiayaan 
anggaran negara. Bagian ketiga membahas 
tentang indikator efisiensi pemungutan pajak. 
Bagian selanjutnya berisi tentang diskusi 
beberapa kebijakan perpajakan yang dapat 
diterapkan oleh pemerintah Indonesia, dan 
diakhiri dengan catatan penutup sebagai 
suatu kesimpulan. 
                                                          
4  Berdasarkan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 
2003, tentang Keuangan Negara dan PP No. 17 Ta-
hun 2003 tentang jumlah kumulatif defisit dan utang 
pemerintah pusat dan daerah bahwa besarnya jumlah 
kumulatif defisit anggaran pemerintah pusat dan 
daerah maksimal sebesar 3 persen terhadap PDB dan 
rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen. 
PEMBAHASAN 
Struktur Penerimaan Pemerintah dan 
Perpajakan di Indonesia 
Studi tentang struktur penerimaan pemerin-
tah dan perpajakan memberikan pengertian 
tentang sistem perpajakan (tax system) di 
suatu negara. Sistem perpajakan tidak sama 
di setiap negara, sangat tergantung oleh pera-
nan pajak sebagai sumber penerimaan negara 
dan proporsinya dalam pembentukan Produk 
Domestik Bruto (PDB). Perpajakan mempu-
nyai dua peranan penting dalam suatu pere-
konomian, yaitu: sebagai sumber penerimaan 
bagi pemerintah dan sebagai salah satu alat 
kebijakan pemerintah, antara lain untuk re-
distribusi pendapatan dan pengendalian eko-
nomi makro. Sehingga dalam penentuan ting-
kat pajak (tax rate) minimal harus memper-
timbangkan kedua aspek tersebut. 
Sumber penerimaan pemerintah meliputi 
beberapa jenis, yaitu: Satu; Kekayaan negara 
(state asset); dengan catatan asset tersebut 
dijual atau disewakan kemudian hasil penjua-
lan atau sewanya dimasukkan ke kas negara 
(privatisasi). Dua; Hutang; baik ke luar nege-
ri maupun ke dalam negeri (obligasi). Tiga; 
Hibah (grant), hibah yang berasal dari luar 
negeri maupun dalam negeri. Empat; Pence-
takan uang (money creation), berkaitan de-
ngan inflation tax, nilai riil dari pemungutan 
pajak. Lima; Penerimaan pajak dan pungu-
tan-pungutan resmi yang lain (Soetrisno, Ph; 
1984). Sumber penerimaan pertama, kedua, 
dan keempat dalam sistem pencatatan APBN 
yang baru didefinisikan sebagai sumber pem-
biayaan defisit anggaran,  Sedangkan pada 
APBN versi lama dimasukkan sebagai item 
penerimaan pemerintah5. Hibah biasanya 
                                                          
5  Di Indonesia mengalami 3 sistem pencatatan APBN 
yaitu: APBN moneter yang dicirikan dengan 
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reformasi perpajakan antara lain: Penentuan 
basis pajak dan peninjauan tarif pajak baru, 
harmonisasi pungutan antar berbagai tingkat 
pemerintahan, dan perbaikan administrasi 
perpajakan untuk mengurangi tax evasion 
dan tax flight.  
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Tabel Rasio Defisit-GDP dan Rasio Utang-GDP Indonesia  
 Tahun 1969 – 2004 (dalam %) 
Rasio Rasio   Rasio Rasio Tahun 
  Defisit - GDP Utang - GDP    
Tahun 
  Defisit - GDP Utang - GDP  
1969 0,03 2,86  1987 0,76 4,32 
1970 0,04 2,98  1988 1,31 6,78 
1971 0,04 2,96  1989 1,02 4,64 
1972 0,04 2,66  1990 0,60 3,97 
1973 0,04 2,12  1991 1,03 3,99 
1974 0,06 1,93  1992 1,18 3,93 
1975 0,12 3,56  1993 1,20 3,26 
1976 0,08 2,10  1994 0,74 2,57 
1977 0,03 1,33  1995 0,51 2,46 
1978 0,09 1,93  1996 0,83 10,38 
1979 0,16 2,42  1997 1,14 8,58 
1980 0,21 2,47  1998 3,73 7,04 
1981 0,29 2,68  1999 2,48 83,78 
1982 0,36 3,21  2000 2,35 108,04 
1983 0,41 3,28  2001 4,18 95,09 
1984 0,30 1,98  2002 2,98 82,78 
1985 0,44 2,88  2003 2,43 72,27 
1986 0,80 4,98  2004 2,34 80,96 
Keterangan : Tahun 69 menunjukkan tahun anggaran 1969-1970 dan seterusnya, kecuali mulai tahun 2000. 
Sumber: IMF, Government Finance Statistics Year Books, Berbagai Tahun(diolah),  Depkeu RI, Nota Keu-
angan dan RAPBN, Berbagai Tahun (diolah),  BPS, Indikator Ekonomi, Berbagai Tahun (diolah).  
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Lampiran 2.  Tabel Struktur Penerimaan Pemerintah Pusat Indonesia  
 Tahun 1969 – 2004  (dalam Persen (%)) 
Penerimaan Perpajakan 
Tahun 
 
 
Dalam Negeri 
 
Perdagangan 
Internasional 
Lainnya 
 
Penerimaan 
Bukan  Pajak 
 
Hibah 
 
 
1970 30.09 33.85 1.27 34.79 0.00 
1971 37.49 23.54 1.60 37.37 0.00 
1972 37.33 18.72 1.25 42.70 0.00 
1973 34.14 20.37 1.58 43.92 0.00 
1974 27.63 13.05 0.98 58.34 0.00 
1975 27.77 12.88 0.87 58.48 0.00 
1976 28.62 11.11 0.42 59.86 0.00 
1977 29.53 10.60 0.38 59.49 0.00 
1978 29.19 11.28 0.41 59.11 0.00 
1979 22.63 11.00 0.29 66.08 0.00 
1980 21.18 7.86 0.27 70.69 0.00 
1981 20.83 5.22 0.28 73.67 0.00 
1982 25.30 4.85 0.32 69.53 0.00 
1983 22.99 4.25 0.29 72.48 0.00 
1984 25.12 3.93 1.03 69.91 0.00 
1985 25.34 3.45 1.44 69.77 0.00 
1986 39.29 7.76 1.74 51.21 0.00 
1987 36.91 7.46 1.33 54.30 0.00 
1988 45.15 6.48 1.09 47.28 0.00 
1989 43.89 6.56 0.61 48.95 0.00 
1990 49.71 6.15 0.47 43.68 0.00 
1991 54.54 6.30 0.65 38.51 0.00 
1992 58.50 6.03 0.47 35.00 0.00 
1993 62.91 5.68 0.45 30.95 0.00 
1994 65.64 5.26 0.39 28.70 0.00 
1995 65.50 3.96 0.56 29.98 0.00 
1996 64.50 2.81 0.63 32.06 0.00 
1997 62.57 2.60 0.40 34.43 0.00 
1998 63.02 4.07 0.24 32.67 0.00 
1999 59.80 2.49 0.28 37.43 0.00 
2000 55.67 3.16 0.50 40.68 0.00 
2001 59.65 3.34 0.53 36.32 0.15 
2002 67.95 3.74 0.45 27.78 0.08 
2003 73.27 3.43 0.60 22.70 0.00 
2004 74.16 3.41 0.46 21.80 0.18 
Rata-Rata 44.22 8.19 0.70 46.88 0.01 
Keterangan : Tahun 69 menunjukan tahun anggaran 1969-1970 dan seterusnya, kecuali mulai tahun 2000. 
Sumber : IMF, Government Finance Statistics Year Books, Berbagai Tahun(diolah), Depkeu RI, Nota 
Keuangan dan RAPBN, Berbagai Tahun (diolah), BPS, Indikator Ekonomi, Berbagai Tahun 
(diolah). 
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Lampiran 3. Tabel Struktur Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Indonesia  
 Tahun 1970 – 2004  (dalam Persen (%)) 
Tahun 
  
PPh 
Non Migas 
PPh 
Migas 
PBB 
  
BPHTB 
  
PPN dan 
PPn BM 
Cukai 
  
Bea Masuk 
  
Pajak  
Ekspor 
Pajak 
Lainnya 
1970 16.99 23.76 0.00 0.00 13.74 4.45 32.25 7.32 1.48 
1971 20.84 30.31 0.05 0.00 10.57 10.25 18.56 7.64 1.78 
1972 16.99 36.69 2.50 0.00 12.58 9.17 14.21 6.48 1.38 
1973 15.88 38.85 2.85 0.00 11.49 7.00 14.41 7.79 1.72 
1974 13.55 56.48 1.75 0.00 9.09 4.48 9.46 4.17 1.02 
1975 14.16 56.30 1.70 0.00 9.35 4.01 10.70 2.86 0.92 
1976 13.83 57.97 1.70 0.00 9.59 4.85 9.29 2.35 0.43 
1977 14.55 57.65 2.38 0.00 8.72 5.21 8.70 2.38 0.40 
1978 14.05 56.60 2.92 0.00 8.20 5.81 8.02 3.95 0.44 
1979 12.20 65.10 1.14 0.00 5.06 4.87 5.37 5.95 0.30 
1980 11.49 69.94 0.98 0.00 4.78 4.47 4.94 3.12 0.27 
1981 11.36 72.93 0.86 0.00 4.74 4.45 4.29 1.08 0.28 
1982 14.05 68.40 0.97 0.00 5.92 5.30 4.33 0.69 0.34 
1983 12.43 71.59 0.99 0.00 5.13 5.18 3.73 0.65 0.29 
1984 13.42 68.51 1.40 0.00 5.74 5.74 3.56 0.56 1.08 
1985 10.76 67.13 0.86 0.00 11.38 4.57 3.50 0.25 1.56 
1986 17.16 44.08 1.58 0.00 19.68 6.61 8.37 0.53 1.99 
1987 14.37 50.38 1.06 0.00 19.12 5.52 7.20 0.90 1.44 
1988 20.26 43.58 1.65 0.00 19.96 6.45 6.29 0.64 1.17 
1989 19.53 45.41 2.05 0.00 20.32 5.03 6.42 0.59 0.65 
1990 20.75 44.63 1.98 0.00 20.43 4.53 7.04 0.10 0.54 
1991 24.32 37.68 2.36 0.00 22.87 4.79 7.18 0.04 0.75 
1992 27.56 33.75 2.44 0.00 23.65 4.94 7.10 0.02 0.56 
1993 30.02 25.43 3.02 0.00 28.36 5.34 7.23 0.03 0.58 
1994 32.36 23.35 2.84 0.00 28.54 5.44 6.73 0.23 0.52 
1995 32.46 24.80 2.93 0.00 28.61 5.55 4.68 0.29 0.70 
1996 34.93 25.99 3.11 0.00 26.27 5.50 3.33 0.10 0.76 
1997 33.88 30.11 2.60 0.00 24.83 5.03 2.95 0.13 0.47 
1998 38.91 28.78 2.48 0.00 19.34 5.38 1.60 3.22 0.29 
1999 34.84 34.14 2.01 0.36 19.32 6.06 2.44 0.50 0.33 
2000 26.20 38.91 2.05 0.45 20.58 6.94 3.99 0.22 0.66 
2001 28.62 33.62 1.97 0.61 22.93 7.24 4.04 0.30 0.69 
2002 33.20 24.38 2.30 0.57 25.82 8.56 4.51 0.12 0.55 
2003 35.91 19.01 2.55 0.81 27.33 9.46 4.05 0.15 0.73 
2004 39.87 14.52 2.65 0.88 28.47 9.13 3.84 0.10 0.53 
Rata-rata 22.05 43.45 1.91 0.11 16.64 5.92 7.27 1.87 0.79 
Keterangan : Tahun 69 menunjukkan tahun anggaran 1969-1970 dan seterusnya, kecuali mulai tahun 2000. 
Sumber : IMF, Government Finance Statistics Year Books, Berbagai Tahun(diolah); Depkeu RI, Nota Keuangan dan RAPBN, 
Berbagai Tahun (diolah); BPS, Indikator Ekonomi, Berbagai Tahun (diolah). 
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Lampiran 4.  Tabel Beberapa Rasio Penerimaan Pajak Indonesia  Tahun 1970-2004   
 (dalam Persen (%))  
Rasio Pajak terhadap 
Tahun 
PDB Defisit Penerimaan Pengeluaran 
1970 6.61 2.90 65.21 51.18 
1971 7.06 2.79 62.63 50.93 
1972 7.43 3.57 57.30 49.03 
1973 8.10 5.48 56.08 49.45 
1974 6.89 5.64 41.66 37.42 
1975 7.37 4.65 41.52 34.83 
1976 7.44 2.67 40.14 36.23 
1977 7.48 4.59 40.51 39.29 
1978 7.63 15.96 40.89 37.60 
1979 7.13 6.15 33.92 30.54 
1980 6.41 3.90 29.31 26.47 
1981 5.51 3.00 26.33 23.26 
1982 6.04 2.35 30.47 26.17 
1983 5.80 2.21 27.52 23.99 
1984 5.33 1.99 30.09 26.96 
1985 6.43 3.42 30.23 26.65 
1986 7.66 3.02 48.79 37.19 
1987 7.72 1.83 45.70 36.63 
1988 8.26 2.29 52.72 37.12 
1989 8.96 1.63 51.05 40.48 
1990 12.34 3.16 56.32 54.93 
1991 11.28 5.45 61.49 54.10 
1992 12.34 3.65 65.00 57.61 
1993 13.15 3.72 69.05 63.13 
1994 14.28 4.33 71.30 73.02 
1995 12.50 6.81 70.02 71.72 
1996 12.05 10.35 67.94 65.17 
1997 12.54 7.24 65.57 61.54 
1998 12.00 7.32 67.33 56.58 
1999 11.49 2.83 62.57 57.89 
2000 9.58 4.05 59.32 54.11 
2001 13.83 6.74 63.52 56.54 
2002 14.54 4.28 72.14 67.75 
2003 15.63 6.90 77.30 75.35 
2004 11.89 7.95 78.02 73.14 
Rata-rata 9.45 4.71 53.11 47.54 
Keterangan : Tahun 69 menunjukan tahun anggaran 1969-1970 dan seterusnya, kecuali mulai tahun 2000. 
Sumber:  IMF, Government Finance Statistics Year Books, Berbagai Tahun(diolah); Depkeu RI, Nota 
Keuangan dan RAPBN, Berbagai Tahun (diolah); BPS, Indikator Ekonomi, Berbagai Tahun 
(diolah). 
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Lampiran 5. Tabel Usaha Pemungutan Pajak (Tax Effort)  Indonesia Tahun 1970 -2004  
 (dalam Persen (%)) 
Tax Effort  Tax Effort 
Tahun Tanpa  
Migas 
Dengan 
 Migas  
Tahun Tanpa  
Migas 
Dengan 
 Migas 
1970 8,10 10,68 1988 10,11 18,09 
1971 8,60 12,43 1989 11,06 20,37 
1972 9,08 14,47 1990 12,92 23,44 
1973 9,84 16,27 1991 12,31 19,85 
1974 8,41 19,58 1992 13,21 19,99 
1975 9,02 20,89 1993 13,79 18,53 
1976 9,20 22,03 1994 14,44 18,86 
1977 9,27 22,00 1995 13,27 17,68 
1978 9,45 21,89 1996 13,32 18,05 
1979 8,84 25,47 1997 14,03 20,12 
1980 7,94 26,57 1998 13,34 18,75 
1981 6,81 25,37 1999 12,76 19,41 
1982 7,46 23,79 2000 9,15 15,04 
1983 7,18 25,46 2001 13,80 20,86 
1984 6,44 20,94 2002 15,31 20,28 
1985 7,66 24,08 2003 16,60 20,53 
1986 9,24 16,79 2004 13,97 16,36 
1987 9,37 19,17      
     Rata-rata 10.72 19.83 
Keterangan : Tahun 69 menunjukan tahun anggaran 1969-1970 dan seterusnya, kecuali mulai tahun 2000. 
Sumber: IMF, Government Finance Statistics Year Books, Berbagai Tahun(diolah); Depkeu RI, Nota Keuangan 
dan RAPBN, Berbagai Tahun (diolah); BPS, Indikator Ekonomi, Berbagai Tahun (diolah). 
 
 
Lampiran 6. Tabel Elastisitas Penerimaan Pajak terhadap PDB Indonesia Tahun 1971-2004  
 (dalam Persen (%)) 
Tahun PPh 
Non Migas 
PPh 
Migas 
PBB BPHTB PPN dan 
PPn BM 
Cukai Bea 
Masuk 
Pajak 
Ekspor 
Pajak 
Lainnya 
Total 
1971 3,30 3,52 9,04   -0,11 5,98 -3,20 2,29 3,15 1,12 
1972 2,90 8,33 19,25   8,15 4,38 1,82 3,55 2,11 0,60 
1973 11,64 14,09 15,38   11,16 6,99 13,28 16,28 16,84 0,41 
1974 14,10 23,53 5,12   12,29 6,47 7,23 0,52 4,06 0,43 
1975 3,66 3,10 2,82   3,48 1,73 4,55 -2,43 1,80 1,10 
1976 3,70 4,44 4,01   4,39 6,50 1,87 0,91 -11,82 0,97 
1977 4,21 3,37 7,82   1,94 4,48 2,44 3,66 1,96 0,95 
1978 2,14 2,38 5,18   1,76 4,07 1,46 8,13 4,01 1,07 
1979 8,59 13,57 -16,29   0,28 7,83 2,50 17,21 2,69 0,71 
1980 8,34 10,96 6,20   8,42 7,80 7,85 -8,50 7,83 0,72 
1981 3,74 4,69 1,52   3,79 3,89 1,27 -30,08 4,62 0,93 
1982 1,38 -0,40 0,84   1,43 1,16 0,12 -3,72 1,15 2,74 
1983 2,91 5,48 5,07   2,58 4,51 2,47 3,90 2,76 1,05 
1984 0,48 -1,20 3,61   0,93 0,81 -1,27 -2,89 9,77 1,24 
1985 0,12 1,67 -2,52   5,21 0,06 1,71 -6,67 3,92 2,26 
1986 2,27 -10,36 3,46   2,96 1,36 5,20 4,42 0,07 1,23 
Bersambung 
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Sambungan Lampiran 6 
Tahun PPh 
Non Migas 
PPh 
Migas 
PBB BPHTB PPN dan 
PPn BM 
Cukai Bea 
Masuk 
Pajak 
Ekspor 
Pajak 
Lainnya 
Total 
1987 1,33 4,70 -1,80   3,06 1,30 1,67 7,73 -0,66 1,12 
1988 4,88 -0,80 5,76   1,72 3,01 -0,66 -3,89 -1,81 1,05 
1989 3,87 4,83 6,75   4,55 0,81 4,59 3,14 -5,68 0,98 
1990 4,48 3,64 3,42   3,89 2,62 4,81 -49,72 1,74 1,27 
1991 2,38 -2,77 2,63   1,76 0,94 0,39 -20,77 4,31 1,02 
1992 2,56 0,20 1,68   1,71 1,67 1,25 -10,83 -2,11 1,40 
1993 2,18 -3,25 3,66   3,30 2,10 1,34 5,14 1,57 1,04 
1994 2,93 1,05 1,36   2,16 2,30 1,21 12,28 0,84 1,11 
1995 1,70 2,49 2,07   1,70 1,95 -4,57 4,74 5,30 0,90 
1996 3,28 2,97 3,15   1,32 2,30 -2,56 -19,02 3,42 0,99 
1997 3,23 5,17 1,31   2,92 2,49 2,12 5,60 -3,58 1,07 
1998 13,23 8,97 8,90   3,22 11,68 -10,32 33,37 -5,39 0,44 
1999 0,82 3,83 -0,44 0,13 2,09 3,34 5,87 -58,37 3,58 1,19 
2000 -6,36 0,25 -1,31 0,01 -0,65 0,31 4,14 -19,71 5,74 0,93 
2001 5,40 3,46 4,41 0,07 5,54 5,05 4,81 6,75 5,00 1,32 
2002 2,00 -2,78 2,04 0,00 1,76 2,15 1,69 -13,56 -1,47 1,64 
2003 1,77 -1,38 1,96 0,04 1,59 1,94 0,10 2,99 3,22 1,67 
2004 2,72 -6,21 1,42 0,02 1,42 -0,22 -0,62 -8,70 -7,54 0,59 
Keterangan : Tahun 69 menunjukkan tahun anggaran 1969-1970 dan seterusnya, kecuali mulai tahun 2000. 
Sumber  : IMF, Government Finance Statistics Year Books, Berbagai Tahun(diolah); Depkeu RI, Nota Keuangan dan 
RAPBN, Berbagai Tahun (diolah); BPS, Indikator Ekonomi, Berbagai Tahun (diolah). 
 
 
 
 
Sumber: Estimasi Regresi antara Penerimaan Pajak dengan PDB tahun 1970 – 2004  dengan menggunakan 
Metode OLS. 
Lampiran 7. Gambar Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Pajak1 
 
 
 
                                                          
1  Diagram, pencar ini berdasarkan estimasi model regresi sederhana antara penerimaan pajak terhadap pertumbuhan 
ekonomi, yang menghasilkan output sebagai berikut:   
 TX = -2.20   +  0.13 Growth  Adj R2 0.95 
 (-6.62)   (25.70) 
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